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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai talak antara:

ngurus Rumah

j - By )
WLITEO@l di XXXXXXXXXXX KB :

L7 e~ J

Blitar, selanjutnya

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
3189/Pdt.G/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Pemohon telah

melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor

1 XXXXXXXXXXX yang di tanda tangani Kepala KUA Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung tanggal 11 November 2021;

2, Bahwa sebelum menikah Bemohon berstatus duda dan Termohon

berstatus janda.
3. Bahwa setelg

pertengkaran ang e R ki IMelins ser'
: ki T

nafkah dari pemohon pad - ebagai seorang suami telah
berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan termohon, bahkan
termohon selalu menuntut belanja diluar kemampuan pemohon bila tidak
di turuti mengancam akan pergi meninggalkan pemohon ; termohon
pinjam uang di banyak tetangga dan sampai menggadaikan BPKB
sepeda motor milik pemohon tanpa ijin pemohon, akibatnya pemohon
yang menanggung hutang disana-sini tanpa mengetahui asal mula
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1A

3 putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebelumnya; termohon juga sering keluar rumah sampai dua hari

tidak pulang tanpa ijin pemohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran tersebut terjadi
pada bulan Maret 2023, yang disebabkan dari hal tersebut diatas serta
ketika Pemohon mendapati jejak chating perselingkuhan antara
termohon dengan laki-laki lain di Whasap HP termohon, yang
menyakitkan termohon memanggil “sayang” pada laki-laki lain, yang
menyakitkan ditemukan bukan hanya satu laki-laki termohon main
mesra-mesrahan di nomor laki-laki berbeda, pemohon baru menyadari
ternyata termohon bergonta gaptiglaki-laki. Bahwa akibat pertengkaran

merasa safigp
rela dan
bertanggung
9.  Bahu}
berusaha

Termohon u

namun keadaan tersebut TeR ‘ menjadi baik dan. sekarang

Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan

Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara
kiranya dapat memeriksa Permohonan Pemohon kemudian memutuskan

sebagai berikut:
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PRIMER:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxx (ALM) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxx) di depan
sidang Pengadilan Agama Blitar ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

4,
SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain mohon keputusan yang

‘ _ November 2023
dan tanggal 29 Nq¥eg / > b Pesmi dan patut
‘ : ' ruh orang lain

plirannya tidak

k berperkara
dengan cara mefs ! lagi dengan
Termohon akan te i ti

bhon tersebut
yang isinya tetap dip

Bahwa untuk nya, Pemohon

mengajukan alat bukti su \ < v
1. Fotokopi Kartu ‘., XXXXXXXXX atas nama
Pemohon yang dikeluarkan olefaR an Kabupaten Blitar tanggal 25

Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XxxXXXxXxXxx atas nama
Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
KUA Ngantru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, tanggal 11
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November 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXKKKKKKKKKOKXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  kabupaten
Tulungagung.
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemahag.dan Termohon karena saksi adalah

keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon g

gan Termohon

lor Ngantru

sampai menggadaikan BPKB sepeda motor milik pemohon tanpa ijin
pemohon, akibatnya pemohon yang menanggung hutang disana-sini
tanpa mengetahui asal mula hutang sebelumnya; termohon juga sering
keluar rumah sampai dua hari tidak pulang tanpa ijin pemohon.;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah

tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya;
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- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan
nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;
2. XXOXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  kabupaten
Tulungagung;

Di bawah sumpah saksi memberikag.keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa saksi \ %&n Termohon karena

flukun dengan
Pucung lor

turunan;

gemohon (suami)

sendiri , Bahwa

maksimal dan selalu menur z termohon, bahkan. termohon
selalu menuntut belanja diluar kemampuan pemohon bila tidak di turuti
mengancam akan pergi meninggalkan pemohon , Termohon pinjam uang
di banyak tetangga dan sampai menggadaikan BPKB sepeda motor milik
pemohon tanpa ijin pemohon, akibatnya pemohon yang menanggung
hutang disana-sini tanpa mengetahui asal mula hutang sebelumnya;
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termohon juga sering keluar rumah sampai dua hari tidak pulang tanpa
ijin pemohon.;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah
tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi sebagai adik telah berusaha untuk memberikan
nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon;

talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi

batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas
para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan
pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku
serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis
berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah
karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun
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1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah
mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak
melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam
perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh
Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai
agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Begadilan Agama yang telah diubah untuk

Pengadilan
alini;

¥ mendalilkan

Pemohon dan Te : suds iak harmo

P AR

memiliki  legal St§

Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
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Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai
wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah
dipanggil dengan patut namun tidak_peraah hadir, oleh karenanya perkara ini
' asal 125 (1) HIR;

dape an yang disebutkan

diperiksa tanpa hadirnya Termgifgas5s

Menimbang, bahWJeh _
ifz4Mefaman 55 selamiffnya \dlambil alih sebagai

%

pendapat Majelis ya ;.‘* i :. &

wbwb\)bw‘)bb—vbﬂjﬁdb

dalam kitab Al Anway

ghoib, perkara

itu diputlis
Menimbang hohon hanya
beraspek pada . fa Termohon,

rus dibuktikan

didasarkan atas
tangga Pemohon

; : "
dan Termohon dalam kead3@alwharmte ¢ -' gk Januari 2023 antara
Pemohon dan Termohon sering b& T tisiag e gkar disebabkan:
a.

Termohon sering keluar rumah tanpa pamit pemohon (suami) dan bila di
ingatkan Termohon selalu mau menangnya sendiri , Bahwa Termohon
selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon padahal
pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu
menuruti kemauan termohon, bahkan termohon selalu menuntut belanja

diluar kemampuan pemohon bila tidak di turuti mengancam akan pergi
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meninggalkan pemohon , Termohon pinjam uang di banyak tetangga dan
sampai menggadaikan BPKB sepeda motor milik pemohon tanpa ijin
pemohon, akibatnya pemohon yang menanggung hutang disana-sini tanpa
mengetahui asal mula hutang sebelumnya; termohon juga sering keluar
rumah sampai dua hari tidak pulang tanpa ijin pemohon.,

b.

antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal,

yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan

alasan telah terjadinya pertengkarangtggis-menerus, maka Majelis Hakim

rutama saksi keluarga
o DBLK

hukum acara khusus
Nomor 7 Tahun1989

Undang-Undang
diubah dengan

pernikahan
ikatan yang

tentang penyesuaian bea materai d Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,
maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang

saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena
itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi

1975 jo. Pasal

empunyai nilai

pembuktian;
Menimbangj yang telah
dikuatkan denga | atas nama

Pemohon, maka jite Bhon tercatat

suami istri sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang
nyata menurut hukum, bahwa:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 11 November 2021 namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam
keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2023 telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah
tanpa pamit pemohon (suami) dan bila di ingatkan Termohon selalu mau
menangnya sendiri , Bahwa Termohon selalu merasa kurang menerima
pemberian nafkah dari pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami
telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan termohon, bahkan
termohon selalu menuntut belanja diluar kekmampuan pemohon bila tidak di
turuti mengancam akan pergi meninggalkan pemohon , Termohon pinjam
uang di banyak tetangga dan sampaismenggadaikan BPKB sepeda motor

milik pemohon tanpa ijin p
hutang disana-sini
termohon juga seri i
pemohon.; '

3. Antara Pemg
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Artinya: Dan diantara tanda- | , ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah

tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih

sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
pisah tempat tinggal selama + 8 bulan, rumah tangga yang demikian itu,
mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,
disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan
maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon
dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah
pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat
diceraikan;

Menimbang, bahwa pg . jaran Islam perceraian

.. amun pe o. 26 el
/'

sudah tidak saling me / agalmana ya .ﬁ‘: algReleh Pemohon dan

geraian dibplehkan, sesb ._'-,: gan maksud firman
gurat 229 yangbetbunyi:
RN i |

Z O\M:-bc:f.uj‘djf.f JMUdeﬁdM\

merupakan perbuatan ya keadaan suami istri

Termohon tersebut, nigKa

Allah SWT dalam A o

Artinya: Talak (yd ';n diruju s S "a i merujuk lagi
dengan ¢ata yahg makruf atau > i yang baik;

Menimbangg hah sependapat

dengan pendapat fgala Tholag Juz |

halaman 83 yang belbd Ny
cn__..:.bu (l) u\-");“ obujja.\a;uo-dw‘r\,b TLY‘JL‘—’"\’J
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Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon
dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan
Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;
termasuk bidang perkawinan, maka
7 Tahun 1989 tentang

Menimbang, bahwa perkara_ini

ang Nomor 3 Tahun
M\

raj'i terhadap Ter

Agama Blitar;
sebesar Rp. 789.000 - (tujulT¥agze

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Abu Syakur, M.H.., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moch.
Anwar Musadad, M.H. dan Drs. Saifudin, M.H., masing-masing sebagai
Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Binti Anifah, S.H.., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Abu Syakur, M.H..
Hakim Anggta
ttd o
Drs. Moch. Anwar Musg# din, M.H

Perincian Biaya:
Pendaftaran
Biaya proses
Panggilan
PNBP
Redaksi
Materai
Jumlah .......... T
(tujuh ratus delapan pul

Salinan
Agama Blitar
Panitera

luda Gugatan

oukrwpE

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3189/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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